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Wali Kota  Bogor 
Provinsi Jawa Barat 

 

PERATURAN WALI KOTA BOGOR 
NOMOR  57  TAHUN  2018 

 
TENTANG 

 
PEDOMAN KEPEGAWAIAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL                          

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BOGOR, 
 

Menimbang : a. bahwa pengaturan kepegawaian non Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Badan Layanan 
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 
(BLUD RSUD) Kota Bogor telah diatur 
berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor 
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil 
pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor; 

b. bahwa   sehubungan   dengan   evaluasi   
pengaturan kepegawaian non Pegawai Negeri   
Sipil di Lingkungan BLUD RSUD Kota Bogor, 
maka Peraturan Wali Kota sebagaimana 
dimaksud pada huruf a perlu diganti 
dan ditetapkan kembali; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Wali Kota tentang Pedoman Kepegawaian 
Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit 
Umum Daerah Kota Bogor; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063);  

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 
tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072);  

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014    
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014   
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 
tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia Tahun 1996 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3637);  
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);  

8. Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman 
Remunerasi Badan Layanan Umum;  

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah;   

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 361/Menkes/SK/V/2006 
tentang Pedoman Penetapan Penghasilan 
Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit 
Badan Layanan Umum;  

11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan 
Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor 
Tahun 2005 Nomor 1 Seri E) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Penyelenggaraan Kesehatan 
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 
Nomor 1 Seri E); 

12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 
Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Umum 
Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah 
Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 1 Seri D); 
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13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG

PEDOMAN KEPEGAWAIAN NON PEGAWAI 
NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOTA BOGOR. 

 
 

BAB  I 
KETENTUAN  UMUM 

 
Bagian  Kesatu  

Pengertian  Umum 
 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor. 

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
otonomi daerah. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Bogor. 

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Aparatur yang selanjutnya disingkat BKPSDA adalah Badan 
Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Aparatur               
Kota Bogor. 

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD 
adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. 

6. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD 
sebagai Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah 
Daerah. 


